BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG

TAHUN 2020 NOMOR 10

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA MASA PANDEMI

Menimbang

Mengingat

CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)
terus meningkat dari waktu ke waktu yang berdampak
pada pembatasan interaksi sosial salah satunya yaitu
pengurangan jam operasional pasar di Kabupaten
Bantaeng;

bahwa pengurangan jam operasional pasar berakibat pada
penurunan penghasilan para pedagang secara signifikan
sehingga  pemerintah  daerah  perlu  memberikan
pembebasan retribusi pelayanan pasar selama masa
pandemi Covid-19;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar
Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
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Menetapkan

10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 178, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas dan  Sistem Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi dalam rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6487);

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019
(Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 9 Tahun 2020;

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Desease 2019 (Covid-19);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 9, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantaeng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga
Atas peraturan daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9
Tahun 2011tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 2).
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun
2016 Nomor 5), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantaeng Nomor 6).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.

Bupati adalah Bupati Bantaeng.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
Pemungut Retribusi Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan retribusi daerah di
Kabupaten Bantaeng.

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dikenakan atas
penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang yang
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah
penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus baru yang
menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia.

Pandemi adalah wabah penyakit menular yang terjadi di wilayah yang luas
dan mendunia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembebasan retribusi dimaksudkan sebagai bentuk pemberian kompensasi
pemerintah daerah atas kebijakan terkait pengendalian dampak Covid-19 yang
berakibat pada penurunan pendapatan para pedagang.

Pasal 3

Pembebasan retribusi bertujuan untuk mengurangi beban para pedagang pada
masa pandemi Covid-19

BAB III
Jangka Waktu

Pasal 4

Pembebasan retribusi pelayanan pasar dilaksanakan selama masa pandemi
Covid-19.
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BAB IV
PENGENDALIAN

Pasal 5
(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh
Kepala SKPD Pemungut Retribusi Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan
atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 16 April 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 17 April 2020

S DAERAH KABUPATEN BANTAENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 10
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